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BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERAIURAN BUPATI CIAN.IUR

NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

PEGAWAI NON.PEGAWAi NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM

DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT' DI KABUPATEN CIANJUR

Menimbang

DtrNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

; a. bahwa rdalpm rangka efektivitas penyelenggaraan
pelayand.n ikesehatan kepada masyarakat, Unit
pelaksana Ceknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat
perlu menyediakan sumber daya manusia dengan
berorientaqi pada pemenuhan kebutuhan secara
kualitatif dan kuantitatif;

b. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan pegawai
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, unit Pelaksana
Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang telah
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layana
Umum Daerah berwenang mengangkat pegawai non-
Pegawai Negeri SiPil;

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian
Pegawai Non-Pegawai llegeri sipil pada Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat
Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cianjur

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang
perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia dahun 2OO4 N.mor 5, Tambahan L.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Mengingat



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 l\omor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubalr beberapakali . terakhir
dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2OL5 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo.r 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolhan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, 1 Tambahan Lemtlaran Negara Republik
Ind,onesia Ntomor 45A4 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2
tentang Pelubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (LemLraran Negara Repubiik In.donesia
Tahun 2Ol2 Nomor 771, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nornor 53a0);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2OO7

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum;

5. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 46 Tahun 2OI5
tentang' Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan
lVlasyarakat Kabupaten Cianjur (Berita Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

PATI TtrNTANG GADAAN,Menetapkan : PtrRATURAN EUPATI TE,NTANG PEDOMAN PEN(

PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON-
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN I,AYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT

f. 
KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN CIANJUR.

ouru*I,li*' LIMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

2. pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.

2.

-J.



-J.

4.

Bupati adalah Bupati Cianjur.

Unit Pelaksana Teknis Ofnas Pusat Kesehatan Masyarakat yang
selanjutnya disingkat UPID Puskesmas adalah semua UPID
Puskesmas yang berkedqdukan di Kabupaten Cianjur, yang telah
ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk
untuk memberikan pelaya.nan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.

Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil yang seianjutnya disebut Pegawai
Non-PNS adalah pegawai yang diangkat guna melaksanakan tugas
tenaga kesehatan, tenaga administrasi, dan tenaga pelayanan
penunjang non medik sesuai dengan kebutilhan dan kemampuan
UPT Puskesmas.

Pegawai Kontrak adalah Pegawai Non-PNS yang diangkat untuk
jangka waktu tertentu setelah menempuh dan dinyatakan lulus
seleksi, diangkat oleh Kepala UPTD Puskesmas.

LJ.

6.

7.

8.

10.

11.

g. Perencanaan kebutuhan P[gawai Non-PNS adalah proses pengaturan
dalam memenuhi kebutuhan Pegawai Non-PNS di UPID Puskesmas
dengan memperhatikan beban kerja.

Pengadaan Pegawai adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi
yang mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran,
penyaringan, penempatan, kelulusan, salnpai dengan pengangkatan.

Pengangkatan adalah penetapan sebagai pegawai Non-PNS pada
UPTD Puskesmas terhadq-p pelamar yang telah dinyatakan 1ulus
dalam seleksi penerimaan dengan Keputusan Pengangkatan oleh
Kepala UPTD Puskesmas.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

nrrrrf Hngkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

a. jenis Pegawai Non-PNS;"
b. pengadaan;
c. pengangkatan;
d. surat perjanjian kerja dan pernyataan kerja; dan
e. pemberhentian.

BAB II

JENIS PEGAWAI NON-PNS

i Pasal 3
i(1) Pegawai Non-PNS pada UryD Puskesmas adalah Pegawai Kontrak.
i



r

(2) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Keputusan Kepaia UPTD
Puskesmas dan Surat Pedanjian Kerja.

Pasal 4

Pegawai Non-PNS pada UFrID Puskesmas dapat menduduki formasi
pegawai sebagai berikut :

a. tenaga kesehatan; 
lb. tenaga administrasi; dan i

c. tenaga pelayanan penunjang non medik.

BAB III

PENGADAAN

Bagian Kesatu

i Umum

Pasai 5

Pengadaan Pegawai Non-PNS dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan
pelayAiran di UPTD Puskesmas.

Pasal 6

Pengadaan Pegawai Non-PNS dilaksanakan melalui tahapan:
a. perencanaan;
b. pengumuman pengadaan;
c. pendaftaran;
d. seleksi, dan
e. pengumuman hasil seleksi.

Sagian Kedua

Perencanaan

Pasal 7

(1) d..rgad"rn Pegawai Non-PNS merupakan kegiatan untuk mengisi
kebutuhan tenaga pada UPID Puskesmas.

(21 Pengad.aan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil
analisis kebutuhan dari masing-masing LiPTD Puskesmas.

(3) Penetapan rencana kebultuhan Pegawai Non-PNS UPID Puskesmas
ditetapkan Bupati setelah mendapat rekornendasi dari Tim
Pengadaan Pegawai Non-PNS UPID Puskesmas.

tsagian Ketiga

Mekanisme Pengadaan

Pasal 8

(1) Pengadaan Pegawai Non-PNS dilaksanakan oleh Tirn Pengadaan
Pegawai Non-PNS UPID Puskestnas yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.



12) Anggota Tim sebagaimana dimaksud

kurangnYa terdiri atas:

pada aYat (1) sekurang-

a. BuPati;
b. Seliretaris Daerah;
c. Asisten yang membidar{gi kesehatan;

d. Asisten yang membidangi kepegawaian;

;. ,r"*t gadan KePegawaian Daerah;

memuat :

;- iumlah dan jenis Pekedaan Yang

;. ';;;a y""g r'"'u diPenuhi oleh

;. iu3,rrtt"u-tamat lamaran; dan

d. Uatas waktu Pengaju{ lamaran'

;. Waiga Negara Indonesia (wNI);

;. ;di;-;i" piri"g sedikit 18 (delapan belas)

c. berkelakuan baik dibuktikan dengan

(1)

12\

f. unsur Dinas Kesehatan;
merniliki tugas dan fungsi di bidang

g. unsur Perangkat d":i{^r^llfl
f ..t g.tot.^tt xeu attqa,n, dltl*

h 3:ll?"Jffiiil ffi'il;tJilu' il"r'v* s:q"ariat Daerah;

i. unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah'

Bagian KeemPat

Pengumuman Pengadaan

Pasal 9

P,gngumuman pengadaan Pegawai Non-PNS cliiakukan sekurang-

kurangnya 6 (enam) hari kerja ".u.ir* 
tanggal penerimaan lamaran'

Pengumuman J;;g;i'"ana aimartsuo p"a" ayat (1) paling sedikit

dibutuhkan;
setiaP Pelamar;

tsagian Kelima

PersYaratan

Pasal 10

Syarat yang harus dipenuhi ?i::,:t'i"p 
pelamar arlalalr:

tahun;
Surat Keterangan Catatan

d.

e.

f.
6
b.

i.
j.

h.

S#l'j"":Lll1'Hf i;hrli dib u ktikan d engan S urat Keterangein D okter

dari Rumafr Sai<ii pemerintah atau UPTD Ptlskesmas;

terdaftarsebagaipencarir.e,:aai-perangkatdaerahyaogmemiliki
;;g* dan rungsi ai uiaang ketenagakerjaan;

tidak sed.ang,.,ift"t konti'k keda dengan pihak lain;

tidak pernah aiirur.u* penjara;a; k,rrungan berdasarkan keputusan

pengadilan yang sudah *".*ftrrty"i \ergat1 hqkum yahg tetap

il;il;talut?n suatu tindak pid'ana kejah3lan;

tidak pernah ;il;;h;iit"o tid;k dengan hormat sebagai Pegawar

ivegeri sipil, atau pegalrai slYls]a; eri Sioil: dan
tid ak b erke du drr.-"rrl.u *ga, crro., / pegarnl 1 N e ge ri sip il ; d an

mempun,u, p.iJidik"", f,.."f."i-#, 
-f,eahlian 

dan keterampilan yang

difierlukan.



(1)

(2)

Bagian Keenam

Ujian Seieksi

' Pasal 1 1

Pengadaan Pegawai Non-PNS dilaksanakan dengan Ujian Seleksi.

Ujian Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. seleksi syarat administrasi;
b. ujian tertulis dan/atau teknis; dan
c. wawancara.

Ujian Seleksi diseienggu."li.r, oleh Tim Pengadaan Pegawai Non-PNS
UPID Puskesmas. 

I

Dalam menyelenggarakan ujian seleksi", Tim Pengadaan Pegawai Non-
PNS UPID Puskesmas dapat mengadakan kerja sama dengan pihak
ketiga. r'

Hasil kelulusan ujian seieksi sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

drltetapkan oleh Tim Pengadaan Pegawai Non-PNS UPID Puskesmas.

(3)

(4)

(5)

Bagian Ketujuh

Syarat Administrasi

Pasal 12

Syarat ad.ministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf
a terdiri atas:
a. surat lamaran yang ditujukan kepada Kepala UPID Puskesmas;
b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
c. fotokopi Akta Kelahiran;
d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) seternpat;
e. surat keterangan d.okter Pemerintah yang menyatakan sehat jasmarii

dan rohani;
f. stx'at keterangan pencari 

1 
kerja yang dikeluarkan oleh perangkat

daerah bidang ketenagakerj aan ;

g. surat pernyataan tidak'sedang terikat Perjanjian Kerja dengan pihak
lain yang ditanda tangani oleh pelamar;

h. surat pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat
sebagai pegawai swasta yang ditanda talgani oleh pelamar;

i. surat pernyataan tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri
Sipil; dan

j. melampirkan fotokopi 1azdh yang disahkan dan sertifikat .keahlian
bagi yang rnemiliki.

BAB IV

PENGANGKATAN

Pasal 13

Pengangkatan Pegawai Non-PNS dilakukan oleh Kepala UPTD Puskesmas
dari pelamar Pegawai Non-PNS yang telah menempuh seleksi dan
dinyatakan lulus oleh Tim Pengadaan Pegawai Non-FNS UFrf Puskesmas.



BAB V
i

6.' SURAT PERJANJIAN KERJA DAN PERNYATAAN KERJA

Bagian Kesatu

Surat Perjanjian Kerja

Pasal 14

Surat Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis antara Kepala UPTD
Puskesmas dengan Calon Pegawai Non-PNS yang isinya sekurang-
kurangnya memuat:
a. nama dan alamat UPTD Puskesmas;
b. nama, jenis kelamin, umur dan alamat pegawai;
c. jenis pekerjaan;
d. tempat pekerjaan;
e. besarnya honorarium dan cara pembayarannya;
f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewqiiban Pegawai. Non-

PNS;
g. nAulai dan atau jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja;
h. pemutusan perjanjian kerja;
i. tempat dan tanggal Perjanjian Kerja dibuat;
j. keterangan mengenai ingkar janji (cidera janji) dan sanksi dalam hai

para pihak tidak memenuhi kew4jibannya;
k. tanda tangan para pihak daiam Perjanjian Kerja; dan
1. bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua).

Bagian Kedua

Jangka \{aktu Perjanjian Kerja

Pasal 15

Jangka waktu Perjanjian Kerja berlaku sarnpai dengan akhir Tahun
Anggaran beq'alan.

{1

. Bagian Ketiga

Surat Pernyataan Kerja

Pasal 16

Surat Pernyataan Kerja dibuat secara tertulis oleh Fegawai Non-PNS yang
isinya sekurang-kurangnya memuat :

a. kesediaan dan kesanggupan untuk mematuhi aturan yang ditentukan
oieh UPTD Puskesmas; dan

b. tidak menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
c. bermeterai cukup.

BAB VI

PEMBERHENTIAN

i Pasal 17

(1) Pegawai Non-PNS dibeihentikan dari tugasnya, apabila selama dalam
jangka waktu Perjanjialq Kerja melakukan perbuatan dan/atau
terjadi peristiwa sebagai berikut :

a. tidak memenuhi syarat kesehatan;



7

(21

(3)

b. melangga-r ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja;
c. tidak masuk kerja selama 6 (enam) hari berturut-turut tanpa

ke terangan yan g d apat dipe rtan ggu ngj arvabkan ;

d. tidak dapat melaksanakan sepenuhnya tugas/pekerjaan yang
dibebankan kepadanya; dan/ atau

e. melanggar peraturan yang telah ditentukan bagi pegawai UPTD
6" Puskesmas.

Pegawai Non-PNS yang diberhentikan sebagaimana dimaksud'pada
ayat (1) tidak mellunggu sampai berakhirnya jangka waktu Perjanjian
Kerja.

Pemberhentian Pegawai Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan oleh Kepala UPTD Puskesmas setelah mendapat
persetujuan tertuiis Kepala Dinas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar ..setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cianjur

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 Juli 2Ol7

BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
26 Juli 2Ol7

S DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017 NOMOR 32


